BUPATI SUMBAWA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

Menimbang

Mengingat

TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan
birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi
pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 34 .ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional,
maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu
diubabh;

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf ‘a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Sumbawa Nomor 74, Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Orgamsam, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumbawa; i

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah ' Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah ngkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Iﬁmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 5 'I‘ahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor: 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahuﬁ 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Neggra Republik
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601); B i

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

10.

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546};

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 694); ’



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 74) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

¢. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
1. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, yang membawahi:

a) Subbidang Perencanaan Anggaran Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

b) Subbidang Perencanaan Anggaran Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

c¢) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Perbendaharaan Daerah, yang membawahi:
a) Subbidang Belanja Daerah;
b) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
¢) Kelompok Jabatan Fungsional.

3.Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, yang
membawahi:

a) Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah;
b) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
¢) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang membawabhi:
a} Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;

b) Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan Aset Daerah; dan

c) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
YM terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

a.

b.
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merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang
perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan,
umum dan kepegawaian;

menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;

mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data
dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;

mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari
masing-masing unit kerja;

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit
kerja;

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan, Indikator
Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan dan Laporan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan;

menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;

melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan
keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

melaksanakan pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah;
menyusun kebijakan dan alokasi subsidi;

. menganalisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;

melaksanakan pengelolaan dana darurat dan mendesak;
melaksanakan pengelolaan dana bagi hasil,

melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil
Negara;

q. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;

melaksanakan penyusunan akuntasi dan pelaporan keuangan;

melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan
pemeriksaan,;

melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan,
penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan
keuangan akhir tahun;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan,
umum dan kepegawaian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

3. Pasal 8 dihapus.
4. Pasal 9 dihapus.

%ﬂ 5. Pasal 10 dihapus.



6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II _
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sehap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal | 46 povruary 2022
[ BUPATI SUMBAWA,

L ~

\x MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 46 Pebruari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 34
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